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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 77 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  

NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN  

DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penggunaan Dana 

Alokasi Khusus untuk pembangunan  

sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat  

melalui pembangunan/revitalisasi bangunan utama 

Pasar Rakyat, perlu mengubah ketentuan  

mengenai pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang 

Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 

Perdagangan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  

Peraturan Menteri Perdagangan tentang  

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman 

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana  

Perdagangan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang  

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,  

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 

4297); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5512); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015  

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  

38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4855); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5539); 

11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja 

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha  

dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang  

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 

2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan  

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 

12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak 

Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

69); 

13. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 

Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara; 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan 

Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik  

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1957) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 
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Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor  

90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan 

Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 460); 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman 

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017  

Nomor 784); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG PEDOMAN 

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA 

PERDAGANGAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri  

Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang 

Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784) 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 12 

(1) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 

berupa Pasar Rakyat tipe A, dan tipe B sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan ayat (3) dapat 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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